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Abstrak 

Dunia pendidikan di Indonesia saat ini berada dalam kondisi keterpurukan. Walau pemerintah mencanangkan program wajib belajar sembilan tahun, masih banyak anak yang belum bisa mengenyam sekolah. “Orang miskin dilarang sekolah!” demikian jeritan pilu masyarakat saat ini. Sudah mahal, hasilnya pun belum tentu, baik dalam kepribadian yang terbentuk ataupun keahlian. Banyaknya pelajar yang terlibat narkoba, seks bebas, aborsi, tawuran merupakan bukti gagalnya sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini berbeda jauh dengan sistem pendidikan Islam yang bebas biaya namun berkualitas yang melahirkan banyak ilmuwan dan mujtahid pada masanya. Negara pada saat itu melalui Baitul Mal sangat berperan dalam menyelenggarakan pendidikan bebas biaya dan berkualitas. Negara mengupayakan agar pendidikan bisa diperoleh semua warga negara untuk semua jenjang pendidikan.

Pendahuluan
Dunia pendidikan Indonesia saat ini tidak begitu menggembirakan. Hasil penelitian program pembangunan PBB (UNDP) tahun 2000 menunjukkan kualitas SDM Indonesia berada pada urutan 109 dari 174 negara, jauh dibandingkan dengan negara tetangga Singapura (24), Malaysia (61),Thailand (76) dan Philipina (77). 
Akses pendidikan di negeri ini memang tidak mudah, walau pemerintah sudah mencanangkan program wajib belajar sembilan tahun. Masih banyak anak yang tidak bisa mengenyam bangku sekolah, apalagi bangku kuliah, akibat biaya sekolah yang semakin lama semakin mahal.

Sudah mahal sekolah, selesai sekolah pun banyak yang menjadi pengangguran. Tidak itu saja, sebanyak 19 % dari jumlah remaja di Indonesia atau sekitar 14 ribu remaja, yang notabene usia pelajar, diindikasikan menjadi pengguna narkoba.1 Banyaknya pelajar yang melakukan seks bebas, aborsi, tawuran semakin menambah daftar carut marutnya pendidikan di negeri ini. 
Bagi bangsa yang ingin maju, pendidikan merupakan sebuah kebutuhan. Pada awal tahun 1972, ketika program life long education sedang disosialisasikan, kesadaran akan pembangunan manusia ini disuarakan oleh Edgar Faure, Ketua The International Commission for Education Development, yang menekankan bahwa pendidikan adalah tugas negara yang penting. 
Potret buram pendidikan di Indonesia, berbeda jauh dengan pendidikan semasa Islam diterapkan sebagai ideologi negara yang berhasil mencetak banyak ilmuwan dan mujtahid dalam berbagai bidang ilmu seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, al-Biruni, al-Khawarizmi, dll. Bahkan tidak saja kaya dengan ilmu tetapi juga memiliki kepribadian agung yang menghantarkan masyarakatnya pada kepribadian tinggi yang diridhai Allah. Lalu bagaimana politik pendidikan dalam Islam?
1. Politik Pendidikan Islam
1.1 Pendidikan Islam : Bebas Biaya
Sistem pendidikan Islam didasarkan pada kesadaran bahwa setiap muslim wajib menuntut ilmu dan tidak boleh mengabaikannya. Rasulullah saw. Bersabda:

“Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim”. (HR. Ibnu Adi dan Baihaqi)
Hadits tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT mewajibkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan membekali dirinya dengan berbagai macam ilmu yang dibutuhkannya dalam kehidupan. Ilmu dianggap sebagai sesuatu yang harus ada, termasuk kebutuhan primer manusia.
Atas dasar ini, Negara wajib menyediakan pendidikan bebas biaya  kepada warga negaranya, baik Muslim maupun non-Muslim, agar mereka bisa menjalankan kewajibannya atau memenuhi kebutuhan primer mereka. Negara menyediakan pendidikan bagi seluruh  warga negaranya, baik yang fakir miskin maupun yang kaya, secara cuma-cuma. Setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan bebas biaya di semua jenjang pendidikan.2 Di bawah ini merupakan bukti-bukti bahwa negara bertanggung jawab dalam pendidikan warga negaranya :
(1) Rasulullah saw., sebagai kepala Negara Islam di Madinah, telah menetapkan tebusan tawanan perang Badar berupa keharusan mengajar sepuluh anak kaum Muslim. 
(2) Terdapat Ijma Sahabat tentang pemberian gaji kepada para guru yang dananya diambil dari Baitul Mal (kas negara).  
(3) Wadhiyah bin Atha menuturkan riwayat: di Madinah terdapat tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar memberikan nafkah kepada tiap-tiap mereka lima belas dinar setiap bulan.
(4) Para khalifah sepanjang masa Daulah Khilafah Islamiyah juga memberikan pendidikan bebas biaya kepada warga negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab negara.
Sumber biaya pendidikan sepenuhnya diperoleh dari  Negara (Baitul Mal). Terdapat dua sumber pendapatan Baitul Mal yang dapat digunakan membiayai pendidikan yaitu (1) fai’ dan kharaj-yang merupakan kepemilikan Negara-seperti ghanimah, khumuus (seperlima harta rampasan  perang), jizyah, dan dharibah (pajak); (2) kepemilikan umum seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). Adapun pendapatan dari zakat tidak dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan karena zakat mempunyai delapan golongan mustahik zakat (QS. 9:60). 3
Jika dua sumber  pendapatan itu ternyata tidak mencukupi, dan dikhawatirkan akan timbul efek negatif (dharar) jika terjadi penundaan pembiayaan, maka Negara wajib mencukupinya dengan segera dengan cara berhutang (qardh). Utang ini kemudian dilunasi oleh Negara dengan dana dari dharibah (pajak) yang dipungut dari kaum muslim.4

Biaya pendidikan dari Baitul Mal secara garis besar dibelanjakan untuk dua kepentingan. Pertama: untuk membayar gaji semua pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan seperti guru, dosen, karyawan, dll. Kedua: untuk membiayai segala macam sarana dan prasarana pendidikan seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, sarana-sarana penunjang lain yang dibutuhkan (seperti asrama bagi pelajar, klinik kesehatan, kantor dan sarana administrasi, dll) dan sebagainya.5
Oleh karena itu, negara harus bersungguh-sungguh berupaya mengelola perekonomian negara agar memperoleh pendapatan negara, seperti yang telah dicontohkan Rasulullah saw, agar bisa memenuhi kebutuhan primer bagi warga negaranya, termasuk pendidikan.
Rakyat bisa saja ikut menyediakan sarana-sarana tersebut sebagai bentuk amal jariah/wakaf, tetapi mereka tidak mengambil alih tanggung jawab Negara.  Tetap saja, Khalifahlah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT terhadap terpenuhinya sarana-sarana tersebut.
Melalui wakaf yang disyariatkan, sejarah mencatat banyak orang kaya yang membangun sekolah dan universitas. Hampir di setiap kota besar seperti Damaskus, Baghdad, Kairo, Asfahan, dll terdapat lembaga pendidikan dan perpustakaan yang berasal dari wakaf. Di antara wakaf ini ada yang bersifat khusus, yakni untuk kegiatan tertentu atau orang tertentu; seperti wakaf untuk ilmuwan hadis, wakaf  khusus untuk dokter, wakaf khusus untuk riset obat-obatan, wakaf khusus untuk guru anak-anak, wakaf khusus untuk pendalaman fikih dan ilmu-ilmu al-Quran. Bahkan wakaf khusus untuk Syaikh Al-Azhar atau fasilitas kendaraannya. Selain itu wakaf juga diberikan dalam bentuk asarama pelajar dan mahasiswa, alat-alat tulis, buku pegangan, termasuk beasiswa dan biaya pendidikan.5
Dengan Islam, rakyat akan memperoleh pendidikan formal yang gratis dari Negara. Adapun melalui inisiatif wakaf dari anggota masyarakat yang kaya, rakyat akan memperoleh pendidikan non-formal yang juga gratis atau murah bagi rakyat.
2.2 Pendidikan Islam: Berkualitas

Negara tidak sekedar berkewajiban menyediakan pendidikan yang bebas biaya, tetapi juga berkewajiban bertindak sebagai penyelenggara sistem pendidikan yang berkualitas, dengan asas dan tujuan pendidikan sebagai berikut:

Asas Pendidikan

Asas pendidikan adalah akidah Islam. Akidah menjadi dasar kurikulum (mata ajaran dan metode pengajaran) yang diberlakukan oleh negara. Akidah Islam berkonsekuensi ketaatan pada syariat Islam. Ini berarti tujuan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum harus terkait dengan ketaatan pada syariat Islam. Pendidikan dianggap tidak berhasil jika tidak menghasilkan keterikatan pada syariat Islam pada peserta didik, walaupun mungkin membuat peserta didik menguasai ilmu pengetahuan.
Akidah Islam menjadi asas dari ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti semua ilmu  pengetahuan yang dikembangkan harus bersumber pada akidah Islam, karena memang tidak semua ilmu pengetahuan lahir dari akidah Islam. Yang dimaksud adalah, akidah Islam harus dijadikan sebagai standar penilaian. Ilmu pengetahua yang bertentangan dengan akidah Islam tidak boleh dikembangkan dan diajarkan kecuali untuk dijelaskan kesalahannya.
Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan diartikan sebagai suatu kondisi ideal yang akan dicapai peserta didik. Pendidikan Islam adalah upaya sadar yang terstruktur, terprogram, dan sistematis, yang bertujuan mengembangkan manusia yang: (1) berkepribadian Islam; (2) menguasai tsaqafah Islam; (3) menguasai ilmu kehidupan (sains teknologi dan seni) yang memadai, yang selalu menyelesaikan masalah kehidupannya sesuai dengan syariat Islam.
Kepribadian Islam adalah sikap peserta didik atas dasar Islam, yang lahir dari pemahaman Islam dan kemampuan peserta didik untuk mengendalikan dirinya sesuai dengan pemahaman Islam. Kepribadian Islam merupakan pilar pembentuk kecerdasan spiritual (berupa bentukan kesadarannya sebagai hamba Allah), kecerdasan emosional (berupa kemampuannya mengendalikan diri agar selalu tunduk pada aturan-aturan hidup dari Allah), dan kecerdasan politik (berupa rasa cinta kepada kaum Muslim dan dorongan untuk selalu memperhatikan dan ingin berbuat sesuatu terhadap kondisi kaum Muslim).

Kepribadian Islam adalah kondisi peserta didik yang hanya terukur secara kualitatif, tidak sekadar kuantitatif. Karenanya, kepribadian Islam adalah kualifikasi yang pencapaiannya harus diamati dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar menilainya dengan jawaban-jawaban peserta didik dalam ujuan tertulis atau ujian lisan tertentu.
Jika kepribadian Islam adalah sebuah kualifikasi, penguasaan tsaqafah Islam dan penguasaan ilmu kehidupan adalah sama-sama sebuah kompetensi penguasaan ilmu yang terukur secara kuantitatif. Penguasaan tsaqafah Islam adalah pemahaman terhadap hukum-hukum syariat dan ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam melakukan penggalian hukum syariat. Penguasaan tsaqafah Islam merupakan pilar kecerdasan intelektual, spiritual,emosional, dan politik.
Seorang peserta didik harus dikembangkan semua jenis kecerdasannya-kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan politiknya-karena semuanya dituntut dalam perjalanan hidupnya sebagai khalifah di muka bumi. Kompetensi penguasaan ilmu yang cukup, baik tsaqafah islam maupun ilmu kehidupan, disertai sikap atas dasar Islam, akan membuat seseorang selalu menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sesuai syariat Islam, baik itu masalah pribadi, keluarga, maupun masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan Negara.
Para peserta didik kelak akan menjalani profesi-profesi di masyarakat bukan sekadar mendapatkan materi untuk kehidupannya di dunia, tetapi juga dilandasi motivasi menjalankan kewajiban kifayah untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Seorang dokter, misalnya, tidak perlu mengejar ‘setoran’ untuk mengembalikan modal sekolah kedokterannya. Ia mengobati pasien sebagai bentuk ibadahnya kepada Allah. Bermodalkan ilmu kedokteran yang dikuasainya dan dengan tsaqafah Islam yang dimilikinya, ia tidak akan mengobati pasien dengan cara-cara yang diharamkan Allah.
Manusia-manusia yang berkepribadian Islam serta menguasai tsaqafah Islam dan ilmu kehidupan yang dikembangkan dalam system pendidikan islam akan memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga-tenaga terampil dan ahli untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Negara harus mengambil kebijakan-kebijakan tertentu yang menjamin agar selalu terdapat dokter, insinyur, guru, dosen, perawat, mujtahid, dan tenaga-tenaga lain yang wajib kifayah adanya dalam jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Untuk profesi pendidik (guru dan dosen), tenaga pendidik lain, dokter dan paramedis, polisi dan tentara regular, Negara bisa saja merekrut mereka sebagai pegawai negeri sejak mereka dalam masa pendidikan atau Negara membuka sekolah khusus bagi pegawai negeri untuik memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga tersebut.
Untuk profesi lain, secara umum Negara akan  membiarkan tenaga kerja masuk ke pasar tenaga kerja secara alami. Negara hanya memberikan informasi kepada masyarakat secara berkala mengenai kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan tenaga-tenaga tertentu, misalnya pada saat tahun ajaran baru dimulai. Ini akan memudahkan peserta didik dibimbing oleh guru atau dosennya, menentukan pilihan sekolahnya di tingkat menengah dan perguruan tinggi mengarah pada profesi tertentu.

Selain itu, untuk mencapai tujuan pendidikan, Negara harus melakukan hal-hal berikut ini:
1. Memberlakukan kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 
Negara harus memberlakukan kurikulum yang sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan dan melarang penggunaan kurikulum lain yang menghambat atau bertentangan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Pemberlakuan ini tentu saja bagi setiap warga Negara, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Demikian juga apabila pihak perorangan menyelenggarakan pendidikan bagi warga Negara; mereka wajib menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Negara.
Kurikulum disusun berkelanjutan mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Materi pembentukan kepribadian Islam diajarkan di tingkat dasar untuk membentuk dasar kepribadian, dilanjutkan di pendidikan menengah, dan dimatangkan di pendidikan tinggi. Materi tsaqafah Islam juga diajarkan berjenjang sesuai dengan daya serap dan tingkat kemampuan peserta didik. Pemahaman hukum syariat yang berkaitan dengan amal individu harus sudah selesai diajarkan sebelum peserta didik mencapai usia balig. Selanjutnya, pemahaman dikembangkan terhadap hukum-hukum lain. Selain itu, pemahaman hukum syariat yang sudah diperoleh diperdalam dan diperluas di jenjang selanjutnya. Ilmu-ilmu dasar untuk menggali hukum seperti bahasa Arab, ilmu-ilmu terkait al-Quran dan hadis, fikih, dan dasar ushul fikih diajarkan kepada semua peserta didik agar mereka semuadapat membedakan mana pendapat islami dari pendapat kufur dan mampu bersikap yang tepat dalam perbedaan pendapat yang islami. Adapun ilmu lanjutan agar seseorang mampu secara praktis berijtihad diberikan di perguruan tinggi bagi yang berminat mendalaminya. Demikian juga pengajaran ilmu kehidupan; diajarkan berjenjang sesuai dengan daya serap dan kemampuan peserta didik. Ilmu-ilmu dasar bagi semua ilmu pengetahuan terapan diberikan kepada seluruh peserta didik di tingkat dasar dan menengah. Adapun pengembangan ilmu-ilmu dasar melalui penelitian-penelitian dilakukan di Perguruan Tinggi. Demikian juga pengajaran ilmu-ilmu terapan seperti pertanian, teknik, kedokteran, dan lain-lain dilakukan di Perguruan Tinggi.
Metode pengajaran dalam kurikulum harus ditentukan oleh Negara dari yang dianggap terbaik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dari materi pengajaran dan metode pengajaran yang telah ditetapkan, Negara menyediakan sarana dan prasarana serta sumberdaya pendidik dan tenaga pendidikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kurikulum tersebut.

2. Manajemen SDM pendidik dan tenaga pendidikan.

Pendidik (guru dan dosen) adalah orang-orang yang menyampaikan pelajaran, teladan bagi peserta didik, dan pelaku uslub-uslub pendidikan yang lain kepada siswa. Tenaga pendidikan (pegawai administrasi, dokter sekolah, dan tenaga lain di sekolah) juga merupakan orang-orang yang menentukan terwujud tidaknya budaya sekolah yang kondusif bagi tercapainya tujuan pendidikan. Karenanya, mereka harus direkrut dari orang-orang yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Negara harus menentukan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan. Misalnya, ditentukan bahwa mereka semua harus berkepribadian Islam, memiliki etos kerja yang baik, amanah dan kapabel menjalankan tugas mereka masing-masing. Pendidik harus menguasai ilmu yang akan diajarkan kepada peserta didik dan menguasai metode-metode dalam pendidikan dan pengajaran.

Negara harus menyediakan pendidikan bagi calon-calon pendidik agar selalu tersedia tenaga pendidik sesuai kebutuhan. Selain itu, Negara perlu menyediakan fasilitas yang memungkinkan para pendidik terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan agar ilmu yang diajarkan selalu bisa mengikuti perkembangan yang terjadi; juga memungkinkan pendidik bisa terus meningkatkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mendidik.
Yang tidak boleh dilupakan adalah menjamin kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan. Rasulullah SAW bersabda :

“Barangsiapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak memiliki istri maka hendaklah ia menikah; jika ia tidak memiliki pembantu maka hendaklah ia mendapatkannya; jika ia tidak memiliki rumah maka hendaklah ia mendapatkan rumah; jika ia tidak memiliki hewan tunggangan maka hendaklah ia memilikinya. Barangsiapa yang mendapatkan selain itu maka ia telah melakukan kecurangan. “(HR. Ahmad)

Hadis di atas menunjukkan bahwa sebagai pegawai negeri, tenaga pendidik berhak mendapatkan gaji dan fasilitas perumahan, pembantu, dan kendaraan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Khalifah Umar bin al-Khaththab memberikan gaji kepada seorang guru sebesar 15 dinar. Satu dinar sebanding dengan 4.25 gram emas, jadi sekitar 5 juta rupiah tiap bulannya.

3. Mendorong peningkatan peran dan kemampuan keluarga dalam mendidik dan mendorong terciptanya suasana kondusif bagi pendidikan di masyarakat.
Tercapainya tujuan pendidikan tidak hanya bergantung pada proses pendidikan yang dilakukan di sekolah. Keluarga dan masyarakat harus bekerjasama dengan baik dalam mengupayakan tercapainya tujuan pendidikan. Keluarga berperan dalam membentuk dan mengembangkan kepribadian Islam dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Masyarakat menguatkan nilai-nilai yang ditanamkan di keluarga dan sekolah.
Negara mendorong keluarga untuk meningkatkan peran dan kemampuannya dalam mendidik anak serta menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan keluarga yang ingin meningkatkan kemampuannya dalam mendidik anak. Negara dapat menarik sementara hak pendidikan anak dari seorang ayah atau ibu dan menyerahkannya kepada keluarga atau kerabat lain yang mampu mendidik, apabila seorang ayah atu ibu sangat lemah dalam mendidik anaknya, sampai ayah atau ibu tersebut dapat mendidik anaknya. 
Negara harus mengawasi media massa dan perlaku individu-individu dalam kehidupan umum. Media massa tidak boleh menyebarkan nilai, pemikiran, atau contoh perilaku yang membahayakan peserta didik. Demikian pula tindakan-tindakan pelanggaran hukum atau yang tercela; harus ditindak tegas sehingga tidak menyebar di tengah-tengah masyarakat. Tindakan Negara ini seiring dengan peran kontrol social warga masyarakat sehingga efektif menjaga generasi dari lingkungan yang buruk bagi pendidikannya.

Pendidikan Bagi Warga Negara Non-Muslim

Warga Negara non-muslim mendapatkan pendidikan yang sama sebagaimana warga Negara yang muslim.

Mereka mempelajari ajaran agama mereka di keluarga-keluarga mereka dan komunitas mereka, misalnya di sekolah-sekolah Minggu di gereja-gereja, kelas-kelas pelajaran tentang Yahudi, pengajaran di kuil-kuil, dll. Mereka mengadakan sendiri pngajaran agama bagi anak-anak merekan, Negara tidak campur tangan dalam hal itu. Mereka juga bisa saja diizinkan membuka sekolah khusus untuk anak-anak mereka, selama mereka tetap menjalankan kurikulum yang ditentukan Negara, dan tetap dalam kontrol Negara. Anak-anak mereka akan mengenal bagaimana ajaran akidah Islam dan bagaimana ibadah mahdhah-nya seorang Muslim walau mereka tidak meyakini dan melaksanakannya. Mereka mengenal hukum-hukum muamalat Islam karena mereka harus melaksanakannya dalam kehidupan umum di masyarakat.
Warga Negara non-Muslim dilarang mengadakan pengajaran agama mereka terhadap warga Negara yang Muslim atau menerima murid-murid Muslim di sekolah-sekolah mereka.

Demikianlah politik pendidikan Islam. Jelas, system pendidikan Islam akan melahirkan generasi yang salih dan mushlih, yang baik dan mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Sistem pendidikan Islam tidak akan menzalimi non-Muslim, karena mereka tetap akan diperbolehkan mengajarkan agama mereka kepada anak-anak mereka. Warga Negara non-Muslim juga akan mendapatkan pendidikan bebas biaya yang membuat mereka menguasai ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam kehidupan, dengan kualitas yang sama seperti yang didapatkan oleh warga Negara yang Muslim.
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